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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah
Dalam pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang 
Dasar, memutuskan senketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 
oleh undang-undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
1
Mahkamah Konstitusi saat ini tidak dapat dipisahkan dengan ide awal 
pembentukannya, karena ada konteks yang tidak dapat dinafikan begitu saja ketika 
berbicara tentang Mahkamah konstitusi. Karenanya, sangat penting melihat sejarah 
pertumbuhan gagasan atau ide yang melatar belakangi lahirnya Mahkamah Konstitusi di 
Indonesia. Secara simplifistik bahwa ide pembentukan Mahkamah Konsitusi berkaitan 
erat dengan ide untuk mengembangkan fungsi pengujian Undang-undang yang berkaitan 
dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam sejarah awal pembentukan Negara 
Indonesia.
2
Ketika sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persipan Kemerdekaan 
Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945, terjadi perdebatan antara Muhammad Yamin dan 
Supomo. Muhammad Yamin mengusulkan supaya Mahkamah Agung Republik 
Indonesia dilengkapi dengan kewenangan membandingkan Undang-undang. Istilah 
“membandingkan Undang-undang” yang dipakai oleh Muhammad Yamin waktu itu, 
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tidak lain adalah pengujian Undang-undang terdahap Undang-Undang Dasar. Namun hal 
itu ditolak oleh Suepomo dikarenakan konsepsi dasar Undang-undang Dasar 1945 adalah 
pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan. Menurut doktrin yang dikembangkan 
oleh Montesquieu dengan Trias Politica bahwa hakim tidak boleh menilai dan menguji 
Undang-undang produk legislatif. Hakim tugasnya adalah menerapkan Undang-undang 
bukan menilai Undang-undang.
3
 
Sekitar tahun 1980-an, ide untuk menguji Undang-undang itu marak lagi, sehingga 
Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) merumuskan ide dan mengusulkan agar 
Mahkamah Agung memiliki kewenangan menguji Undang-undang. Akan tetapi, memang 
yang umum dikembangkan adalah menambahkan kewenakan kepada Mahkamah Agung 
seperti yang diusulakan oleh Muhammad Yamin, bukan ide lembaga baru. Namun sekali 
lagi, jawabannya tidak diterima karena memang struktur paradigma berfikir Undang-
undang Dasar saat itu tidak memungkinkan. 
Tahapan untuk Mahkamah Konstitusi terjadi di tahun 2000. Apalagi ketika Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) juga mulai membangun gerakan-gerakan, wacana 
pembentukan Mahkamah Konstitusi makin mengerucut. Termasuk ketika anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) di Panitia Ad Hok (PAH) I Badan Pekerja (BP) Majelis 
Permusyaratan Rakyat (MPR) melakukan studi banding ke beberapa negara, DPR mulai 
merasakan kebutuhan adanya lembaga baru yang diperlukan untuk menjaga 
konstitusionalitas sistem ketatanegaraan dan menguji Undang-Undang serta mengatasi 
kalau ada dispute antar lembaga negara. Struktur ketatanegaraannya menjadi Checks and 
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balances, sederajad semuanya sehingga perlu ada “wasit” yang namanya Mahkamah 
Konstitusi.
4
 
Sehingga mengerucut pada kesimpulan bahwa Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diubah, lalu dimulailah pada perubahan pertama 
(tahun 1999), kedua (tahun 2000), ketiga (tahun 2001), dan keempat (tahun 2002) pada 
konstitusi Indonesia. Salah satu paradigma yang mengalami perubahan ialah prinsip 
pembagian kekuasaa ke pemisahan kekuasaan, yang menyebabkan struktur ketatanegaran 
Indonesia berubah. 
Dalam pasal III aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 tertera ketentuan bahwa selambat-lambatnya 17 agustus 2003 Mahkamah 
Konstitusi harus dibentuk.
5
 Sehingga tahapan-tahapan pembentukan Mahkamah 
Konstitusi dilakukan. Tanggal 13 agustus tahun 2003 disetujui bersama antara eksekutif 
dan legislatif Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 
tanggal 16 agustus 2003 ke 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang diusulkan oleh 
Eksekutif, legislatif, dan Yudikatif resmi dilantik. 
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah 
Agung yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik. Lembaga 
ini berwenang menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus 
sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur di dalam Undang-undang 
Dasar, memutus hasil sengketa pemilu, dan memutus pembubaran partai politik. 
Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi memutus pendapat atau dakwaan 
(impeachment) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa presiden/wakil presiden telah 
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melanggar hal-hal yang telah tertentu dalam Undang-undang Dasar 1945 atau tidak lagi 
memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden.
6
 
Fungsi Mahkamah Konstitusi menurut Jimly Asshiddiqie yaitu menegakkan keadilan 
konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Tugas mahkamah konstitusi untuk 
mendorong dan menjamin agar negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Oleh 
karena sistem konstitusi memiliki kelemahan, maka perlu peran mahkamah konstitusi 
sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan 
bernegara dan bermasyarakat.
7
 
Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang 
ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah 
Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh presiden.
8
 Pasal 
24C ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dan pasal 18 ayat (1) undang-undang Nomor 24 
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
9
 
Pemberian kewenangan pengusulan hakim konstitusi kepada 3 (tiga) lembaga negara 
presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung dapat dimaknai sebagai salah 
satu upaya untuk menjamin sistem checks and balences dalam sistem kelembagaan 
negara. Checks and balences mengacu pada variasi aturan prosedur yang memungkinkan 
satu cabang kekuasaan mengawasi dan membatasi cabang kekuasaan lainnya. Artinya, 
pengisian hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara tersebut juga harus dipahami 
sebagai bentuk “pengawasan dan pembatasan” secara tidak langsung terhadap kekuasaan 
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Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pengusulan hakim konstitusi oleh ketiga lembaga 
negara presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung bisa juga dipahami 
sebagai bentuk penguatan legitimasi hakim konstitusi kerena diusulkan oleh tiga cabang 
utama kekuasaan negara. Namun yang perlu dipahami, kewenangan pengusulan tersebut 
tidak dapat dimaknai sebagai perwakilan atau perpanjangan tangan dari lembaga 
pengusul.
10
   
Dalam pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 disebutkan bahwa untuk menjadi hakim konstitusi terdapat kriteria dan persyaratan 
yang harus dipenuhi yaitu seseorang yang memiliki integritas dan kepribadian yang  tidak 
tercela, adil, negarawan yang mengusai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak 
merangkap jabatan. Berdasarkan ayat tersebut dapat ditemukan dua prinsip kriteria. 
Yaitu, kecuali kriteria tentang larangan merangkap jabatan adalah kriteria yang memuat 
prinsip-prinsip internal yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Disebut demikian, 
karena kriteria tersebut harus muncul dari dalam diri atau internal hakim sendiri. 
Sedangkan larangan merangkap jabatan dapat dikatakan sebagai prinsip di luar atau 
eksternal dalam diri hakim, karena terjadi akibat dari kondisi di luar diri hakim.
11
 
Proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi atau hakim konstitusi bersumber 
pada pasal 24C ayat (3) dan (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Pasal 24C ayat (3) berbunyi “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang 
anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing 
tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan perwakilan Rakyat dan tiga 
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orang oleh presiden” pasal 24C ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 “hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang 
tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak 
merangkap jabatan negara”. Dalam pelaksanaannya, memuat hal-hal mendasar yang 
bertujuan untuk menemukan hakim-hakim konstitusi, yang diharapkan dapat melaksakan 
prisip penegakan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan melalui 
putusan-putusannya terkait tugasnya sebagai pengawal konstitusi dan perlindungan hak-
hak konstitusional warga negara.
12
 
Namun disisi yang lain, dalam pelaksanaannya masing-masing memiliki beberapa 
persoalan sendiri. Seperti belakangan ini muncul berbagai persoalan terkait mekanisme 
seleksi hakim konstitusi antara lain tentang kedudukan, peran dan kewenangan lembaga-
lembaga Dewan perwakilan Rakyat, Presiden dan Mahkamah Agung yang dianggap 
mewakili kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai mekanisme 
checks and balences dalam rangka pengisian jabatan hakim konstitusi. Pada prinsipnya 
persoalan mekanisme seleksi merupakan persoalan penting yang tidak dapat dinafikan 
begitu saja. Akan tetapi persoalan tentang kriteria dan persyaratan yang harus dimili oleh 
seorang hakim konstitusi juga memiliki peran yang sama-sama pentingnya.
13
 
Pengisian jabatan hakim konstitusi dilaksanakan secara tranparan dan partisipatif 
pasal 19 undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
14
 Dalam 
prakteknya pasal 19 tidak dapat berjelan secara baik sebagaimana pendapat Jimly 
Asshiddiqie yang merupakan ketua hakim Mahkamah Konstitusi yang pertama. Dalam 
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pernyataannya bahwa hanya DPR yang memiliki mekanisme yang lebih jelas mengenai 
rekrutmen calon hakim Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Mahkamah Agung dan dan 
Presiden cenderung tertutup, sehingga tidak dapat mencerminkan proses yang terbukaan 
dan pertisipatif. 
Ketentuan pasal 19 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi, ini merupakan aktualisasi nilai-nilai konstitusi dan sejalan dengan semangat 
penyelenggaraan negara yang bersih. Karenanya tindakan pengajuan calon hakim 
konstitusi tanpa melalui mekanisme penyeleksian yang transparan dan partisipatif, 
merupakan inkonstitusional dan tidak sesuai dengan semangat reformasi. Apalagi 
besarnya peluang masuknya kepentingan dalam perumusan putusan hakim Mahkamah 
Konstitusi, yang didasarkan pada penafsiran yang berbeda terhadap suatu ketentuan. 
Adanya mekanisme transparansi dalam penyeleksian juga akan menjamin hak asasi 
manusia setiap orang dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan 
sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dapat terealisasi. Apalagi, pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 
Mahkamah Konstitusi, menentukan: pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. 
Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi mengatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan 
pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 (1). Namun sampai saat ini belum ada mekanisme 
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atau aturan yang mengatur terkait penyeleksian dan perekreturan hakim Mahkamah 
Konstitusi dari masing-masing lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
15
 
Para hakim konstitusi generasi pertama (khususnya yang dipilih oleh MA dan 
Presiden) dipilih melalui mekanisme yang relatif sederhana. Prinsip-prinsip transparan, 
partisipatif, objektif, akuntabel sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 dan 20 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada masa itu 
tampaknya memang belum dapat sepenuhnya diterapkan mengingat keterbatasan waktu 
karena aturan peralihan pasal III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 mengatur bahwa “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 
17 agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah 
Agung”.16 
Tradisi Mahkamah Agung untuk selalu memilih calon hakim konstitusi dari kalangan 
internal terus berlanjut sehingga sampai saat ini hampir seluruh hakim konstitusi yang 
berasal dari jalur Mahkamah Agung adalah hakim tinggi (peradilan umum, peradilan 
agama, dan peradialan Tata Usaha Negara), kecuali Laica Marzuki yang saat itu menjabat 
sebagai hakim agung. Tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi 
dari jalum Mahkamah Agung juga relatif sepi dari perhatian publik. Masyarakat pada 
umumnya dan para penggiat hukum konstitusi khususnya lebih tertarik dan berfokus 
untuk melakukan kajian, kritik, dan bahkan terlibat sebagai panitia seleksi calon hakim 
konstitusi dari jalur Dewan Perwakilan Rakyat atau jalur Presiden yang memang relatif 
lebih sexy secara politis.
17
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 Dari jalur Presiden terpilihnya calon hakim konstitusi generasi pertama tidaklah 
melalui proses mekanisme seleksi bertahap sebagaimana yang dilakukan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat. Presiden Megawati Soekarnoputri pada masa itu terlibat betul sangat 
mempercainyai usulan orang dekat beliau. Soekarnoputri saat itu memenuhi syarat dan 
relatif tidak terdapat respon negatif dari masyarakat, baik secara integritas maupun 
kapabilitas, namun sulit dipungkiri bahwa Ahmad Syarifuddin Natabaya, A. Mukhtie 
Fadjar, dan Harjono merupakan nama-nama yang mendapat rekomendasi khusus dan 
dukungan kuat dari “ring 1 Istana Negara” sebelum dipilih oleh presiden Megawati 
Soekarnoputri untuk menjadi calon hakim konstitusi dari jalur Presiden.
18
   
Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, baik Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 
Mahkamah Konstitusi tidak ada yang mengatur pola dan tata cara rekrutmen hakim 
konstitusi secara detail. Undang-Undang menyerahkannya kepada mekanisme di masing-
masing lembaga yang mengusulkan hakim konstitusi dengan catatan bahwa pencalonan 
hakim konstitusi harus dilaksanakan sacara transparan dan partisipatif serta pemilihannya 
dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. Hal ini menimbulkan tidak adanya acuan 
yang jelas, apakah pencalonan hakim konstitusi harus melibatkan lembaga tertentu di luar 
lembaga yang mencalonkan tidak, seperti hal-nya pola dan tata rekrutmen hakim agung 
yang melibatkan Komisi Yudisial. 
Dengan demikian, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 
yang ada, maka masing-masing lembaga negara membuat mekanisme tersendiri dalam 
pengusulan hakim konstitusi. Ketidakseragaman itu dapat terlihat ketika ada perbedaan 
mekanisme pengusulan yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bangbang Yudhoyono dan 
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Presiden Joko Widodo. Pengusulan Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi 
oleh Presiden Susilo Bangbang Yudhoyono sempat menjadi kontroversi karena tidak 
dilakukan secara transparan dan partisipatif. Bahkan Kepres mengenai pengangkatan 
Patrialis Akbar sempat digugat ke PTUN (peradilan tata usaha Negara). Mekanisme yang 
lebih terbuka dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ketika mengusulkan I Dewa Gede 
Palguna dengan membentuk panitia seleksi terlebih dahulu. Kendati beberapa angguta 
pansel sempat dipertanyakan, namun proses tersebut lebih transparan dan terbuka 
kesempatan secara luas terhadap partisipasi publik. 
Dalam priode akhir pemerintahan presiden Susilo Bangbang Budoyono mengeluarkan 
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagai respon 
serius pemerintah terhadap kasus tertangkapnya ketua Mahkamah Konstitusi Akil 
Mochtar. Sehingga pemerintah beranggapan bahwa kegentingan untuk mengeluarkan 
peraturan pengganti undang-undang (perpu) sangat diperlukan karana kepercayaan 
masyakat terhadap lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga 
konstitusi menurun.
19
 
Salah satu yang diperbaiki dalam perpu tersebut mengenai mekanise rekrumen hakim 
Mahkamah Konstitusi yaitu dengan adanya panel ahli dalam proses rekrutmen hakim 
konstitusi. Dalam pasal 18A ayat 1 hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 
18 ayat (1) sebelum ditetapkan oleh presiden, terlebih dahulu harus melalui uji kelayakan 
dan kepatutan oleh panel ahli. Yang mana fungsi dan kedudukannya di jelaskan dalam 
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pasl 18B panel ahli menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah 
dibentuk oleh Komisi Yudisial.
20
 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi disahkan 
oleh DPR menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Perpu 
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang. Namun dalam 
perjalananya belum sempat terbentuk panel ahli sebagaimana amanat dalam pasal 18A 
Undang-Undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1-
2/PUU-XII/2014 tepatnya tanggal 13 februari 2014. Pertimbangannya, seleksi calon 
hakim konstitusi oleh panel ahli telah mengurangi, bahkan mengambil alih kewenangan 
konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat  dan Mahkamah Agung. Selain itu, 
dengan hanya satu panel ahli dikhawatirkan akan terpilih hakim konstitusi dengan standar 
dan latar belakang yang sama. Padahal menurut Mahkamah Konstitusi, keragaman latar 
belakang justru diperlukan di antara para hakim konstitusi. Dengan kata lain, Mahkamah 
Konstitusi menghindari adanya unsur favoritisme dan popularisme dalam seleksi calon 
hakim konstitusi.
21
 
Dalam proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi telah diamanatkan pada masing-
masih lembaga tinggi Negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat , Presiden dan Mahkamah 
Agung untuk melakukan seleksi dan mengajukan 3 (tiga) calon dari masing-masing 
lembaga. sebagaimana tertuang dalam 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 
Konstitusi. Namun publik juga perlu menilai adanya trasparansi dan partisipatif dalam 
pelaksanaan seleksi hakim konstitusi oleh masing-masing lembaga tersebut. 
Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang diatas penulis ingin meneliti lebih 
lanjut lagi tentang permasalahan tersebut dengan judul “Rekonstruksi Penataan 
Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaturan pengisian hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia? 
2. Apa saja problem hukum pengisian hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia? 
3. Bagaimana pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia kedepan? 
C. Tujuan Penulisan 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan 
hukum ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan pengisian hakim Mahkamah Konstitusi 
di Indonesia. 
2. Untuk mengetahui problem hukum pengisian hakim mahkamah konstitusi. 
3. Untuk mengetahui gagasan pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi di 
Indonesia kedepan.  
D. Manfaan Penelitian 
Sementara manfaat dari penelitian ini, secara sederhana dapat diklasifikasikan sebagai 
berikut: 
13 
 
a. Bagi mahasiswa memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaturan pengisian 
hakim Mahkamah Konstitusi di Indosesia serta kajian masalah hukum pengisian 
hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia. 
b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan 
tentang proses dan mekanisme pengisian hakim Mahkamah Konstitusi yang terjadi 
selama ini di Indonesia. 
c. Penulisan ini juga diharapkan memberikan manfaat untuk lembaga Negara, khusunya 
Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga 
pengusul pengisian hakim Mahkamah Konstitusi.  
d. Bagi penulis, penelitian selain menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 
pengaturan pengisian hakim Mahkamah Konstitusi dan masalah hukum pengisian 
hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia, juga sebagai penulisan tugas akhir yang 
merupakan syarat agar dapat memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
E. Kegunaan 
Penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi terhadap lembaga Negara  
Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung  dalam proses pengisian 
hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia agar dapat di laksanakan sesuai dengan amanat 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang 
nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.  
F. Metode Penulisan 
Untuk memperoleh data-data yang dihubungkan dengan penulisan skripsi ini, penulis 
menggunakan metode sebagai beikut: 
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1. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan 
pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-
undangan yang mencakup tentang sistematika suatu hukum. Metode penelitian 
normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan keberadaan 
berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Penelitian ini merupakan 
metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data 
skunder. Penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hulum doktriner yang juga 
disebut sebagai penelitian hukum perpustakaan atau studi dukumen. Disebut 
penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada 
peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan 
disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebutkan penelitian 
ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di 
perpustakaan. 
2. Jenis bahan hukum 
Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum 
sebagai berikut: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukun primer yakni bahan hukum yang bersifat utama atau sebagai 
dasar utama dalam menuliskan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang 
digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari: Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang RI Nomer 24 Tahun 
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang RI nomer 8 Tahun 2011 
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Tentang Perubahan atas Undang-undang-undang nomer 24 Tahun 2003 Tentang 
Mahkamah Konstitusi 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan sebagai 
pendukung bahan hukum primer dalam menganalisa suatu permasalahan. Bahan 
hukum sekunder berasal dari buku/tekstual, jurnal-jurnal, pendapat dari sarjana, 
kasus-kasus hukum, serta pendapat dari ahli hukum/pakar mengenai pengisian 
hakum Mahkamah Konstitusi. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan 
hukum pelengkap dalam membantu menjelaskan dan mempermudah  pemahaman 
bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum tersier antara lain 
kamus dan ensikopedia. 
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Bahan hukum diperoleh dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi 
terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, skunder, maupun tersier, 
yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, makalah, 
literatur, dan artikel yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat 
oleh penulis, sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam 
mengemukakan pendapat atau pandangan. 
4. Analisa Bahan Hukum 
Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif 
kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan 
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menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian hukum. Dan analisa 
interpretasi hukum yang menganalisa fakta dan norma dengan menggunakan 
penafsiran-penafsiran hukum. 
Penafsiran/ Interprestasi Hukum atau Undang-Undang adalah uraian mengenai 
pemahaman terhadap norma atau kaidah, materi muatan dari setiap pasal dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan Penafsiran Hukum adalah untuk 
menyatukan suasana kebatinan dan lahiriah sebanyak-banyak orang terhadap materi 
muatan pada peraturan perundang-undangan.
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Bentuk-bentuk Penafsiran Hukum :
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1. Penafsiran Gramatikal 
Penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan tata bahasa. 
 Contoh : Istilah “menggelapkan” dalam pasal 41 KUHP sering ditafsirkan 
sebagai menghilangkan. 
2. Penafsiran Historis 
Penafsiran berdasarkan terbentuknya peraturan perundang-undangan. 
Contoh : UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Karena 
Tsunami di Aceh) KUHPerdata BW) yang dikodifikasikan pada tahun 1848 di 
Hindia Belanda. Menurut sejarahnya mengikuti code civil Perancis dan di 
Belanda (Nederland) di kodifikasikan pada tahuan 1838. 
3. Penafsiran Otentik 
Peraturan berdasarkan penjelasan yang terkandung dalam peraturan perundang-
undangan. 
                                                             
22
 Wibowo Tunardy. Penafsiran Hukum/Interpretasi Hukum. www.jurnalhukum.com. Di uduh tanggal 8 Januari 
2018. 
23
 Ibid 
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Contoh : Peraturan yang mendapat penjelasan : UUD, Perpu, PP, Perpres, 
Peraturan Pejabat Pemerintah atau Negara. 
G. Sitematika Penulisan 
Pada penelitian ini penulis membagi pembahasan kedalam empat bab, dimana 
setiap bab dibagi atas beberapa sub-sub, sistematika penulisan secara singkat adalah 
sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab I ini memuat hal-hal yang melatar belakangi pemelihan topik dari 
penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengaturan umum didalam memahami 
penulisan secara kesuluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keguanaan 
penelitian, kerangka pemikikiran, metode penelitian dan sitematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan dan menguraikan berbagai teori-teori hukum yang 
dapat mendukung penelitian berkaitan dengan permasalahan penataan dan 
problem hukum pengisian hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia, antara lain 
: Teori Negara hukum, Teori Pemisahan Kekuasaan, Teori Penataan 
Kelembagaan,Tinjaun umum Mahkamah Konstitusi (tugas dan fungsi 
Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi, perjalanan pengisian 
hakim Mahkamah Konstitusi, dan pengisin hakim konstitusi di beberapa 
negara). 
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BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi pembahasan yang dilakukan tentang kajian pengaturan 
pengisian hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia, kajian masalah hukum 
pengisian hakim Mahkamah Konstitusi dan kajian pengisian hakim Mahkamah 
Konstitusi kedepan. 
BAB IV : PENUTUP 
Dalam bab penutup ada 2 (dua) subbab yang perlu dimasukan didalamnya 
yaitu kesimpulan dan saran. pada dasarnya yang disampaikan penulis dalam bab 
ini merupakan hasil analisa bab III. Kesimpulan/ringkasan harus sesuai dengan 
permasalahan yang telah dirumuskan. Sedangkan saran merupakan rekomendasi 
dari penulis terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atas permasalahan yang 
dikaji/diteliti. 
 
